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Ahli Pemohon Dihadirkan Dalam Sidang Pemanfaatan
Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan

Jakarta, 29 Agustus 2021 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Penjelasan Pasal
6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)
terhadap UUD 1945 pada Senin (30/08), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon.
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi
Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Norma yang
diujikan adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika.

Dalam sidang sebelumnya (09/08), Anggota Komisi Il DPR Taufik Basari menjelaskan bahwa setiap negara
mempunyai karakteristik tersendiri dalam memutuskan suatu pelegalisasian terhadap ganja atau minyak ganja
(cannabis oil) untuk pelayanan kesehatan yang termasuk dalam golongan narkotika. Sehingga tidak dapat disamakan

satu negara dengan negara lainnya.

Selain itu, dalam keterangannya, Taufik juga menyampaikan telah ada usulan untuk melakukan revisi UU Narkotika
terkait kebijakan penggunaan ganja untuk pelayanan Kesehatan ini. Menurutnya, hal tersebut dibuktikan dengan

masuknya usulan tersebut ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dengan status usulan Pemerintah.

Sementara itu, Permohonan Pemohon, Taufik mengatakan hal tersebut bukanlah permasalahan konstitusional.
Melainkan masalah kemanusiaan yang harus dicari jalan keluarnya. Atas hal ini, DPR berpandangan bahwa ketentuan
pasal-pasal yang diujikan para Pemohon bersifat kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal
policy). Sehingga sejauh tidak bertentangan dengan kewenangannya, pembuat undang-undang dapat melakukan

pengubahan terhadap kebijakan yang dinilai tidak relevan lagi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Arianti
Anaya mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa larangan penggunaan minyak ganja ataupun ganja untuk tujuan
medis belum dapat dilakukan di Indonesia. Selain karena sulitnya pengawasan penggunaan ganja jika dilihat dari letak
geografis Indonesia, Arianti juga menyebut belum ada bukti manfaat klinis dari penggunaan ganja ataupun minyak
ganja untuk pengobatan di Indonesia (Sri Pujianti / MHM)
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